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ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of audit findings and follow-up of audit
recommendation on the level of disclosure of the ministry's financial statements. The research method
used is a quantitative method. The analysis technique is multiple regression analysis. This study uses
selected samples of 13 ministries in Indonesia during the observation period. The results of this study
indicate that partially or t-test by SPSS test concluded that the audit findings and follow-up of the
audit results affect the level of disclosure of the ministry's financial statements. For test results f or
simultaneous audit findings and follow-up audit results affect the level of financial statement
disclosure. The results of this simultaneous test are in accordance with the theory that the findings
found and given recommendations then followed up will increase the disclosure of financial
statements.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh temuan audit dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik
analisisnya yaitu anaisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan sampel terpilih
yaitu 13 kementerian di Indonesia selama periode pengamatan. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mengambil dari internet dan literlatur. Hasil
penelitian ini menunjukan hasil bahwa secara parsial atau uji t oleh uji SPSS disimpulkan
bahwa temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan kementerian. Untuk hasil uji f atau secara simultan
temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan. Hasil uji simultan ini sesuai dengan teori yang
mengatakan bahwa temuan yang ditemukan dan diberikan rekomendasi kemudian di
tindaklanjuti akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan.

Kata Kunci: Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini menuntut akuntabilitas publik agar semakin menguat. Pemerintah
pusat dan daerah, dituntut juga untuk dapat memenuhi hak-hak publik karena perannya
sebagai pemberi informasi. Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan maka semakin
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akan diperoleh oleh Pemerintah Pusat maupun daerah pun akan semakin baik pula.

Terkait dengan pengungkapan dalam laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menyoroti sejumlah masalah dalam laporan keuangan Kementerian tahun 2018,
salah satu catatannya ada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain dari
permasalahan diatas, terdapat kelemahan sistem keuangan negara Indonesia yang terjadi
sebelum tahun 2009 dimana sistem tersebut telah terdapat dari Pemerintahan Orde Baru
yang sifatnya mendasar.

Buruknya pengelolaan keuangan negara itu sekaligus telah menjadi salah satu faktor
penyebab krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 dan lambatnya pemulihannya
hingga saat ini.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh sistem
pembukuan, manajemen maupun pertanggung jawaban keuangan negara yang
dipergunakan pada masa Pemerintahan Orde Baru.

Menurut prosedur audit internal pada inspektorat pemerintah pusat/daerah,
inspektorat melaporkan setiap hasil audit kepada subyek audit dari pemerintah
pusat/daerah dan inspektorat selalu memberikan rekomendasi kepada subyek audit
sehingga setiap temuan audit mungkin terpecahkan. Prosedur yang sama juga diterapkan
oleh BPK sebagai audit eksternal. BPK umumnya membuat rekomendasi berdasarkan
audit temuan untuk menyelesaikan keuangan subjek audit yang bermasalah.
(Mahpiansyah, 2016).

Pembetulan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari
Kementerian atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik. Sehingga
dengan adanya pembetulan tersebut maka temuan audit dapat bermanfaat untuk
menciptakan akuntabilitas dalam proses audit pemerintahan demi terciptanya
akuntabilitas (Liu dan Lin, 2012).

Karena fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hal-hal
yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah. Dalam
hal ini peneliti akan mengambil objek Kementerian. Terdapat beberapa faktor yang
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kementerian di Indonesia di
Tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling yaitu populasi yang akan dijadikan sampel. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif.
Operasional variabel juga diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-
variabel yang terkait dalam penelitian ini, baik variabel dependen maupun variabel
independen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data
tersebut diperoleh dari masing-masing website resmi Kementerian dan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi.

Penulis melakukan analisis deskriptif terhadap data laporan keuangan Kementerian
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebelum regresi dilakukan dan analisis lebih
lanjut terhadap hasil dari regresi tersebut. Dalam pengujian regresi ini, penyusun
melakukan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 Kementerian setiap
tahunnya atau berjumlah 39 observasi untuk tiga tahun pengamatan (2016-2018). Sampel
yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive



sampling yang berarti bahwa sampel akan diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah  Disclosure Level of

ditetapkan (Yulianingtyas, 2010; Rahmayanti, 2018).
Tabel 1. Proses Seleksi Sampel
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Kriteria Total
LK Kementerian periode tahun 2016-2018 yang telah diaudit oleh BPK 34
Kementerian yang berdiri setelah tahun 2016 -
Kementerian yang tidak memiliki data temuan audit dan tindak lanjut hasil (5)
pemeriksaan dari tahun 2016-2018
Kementerian yang tidak mengungkapkan laporan keuangan di website (16)
resmi Kementerian tersebut
Kementerian yang dijadikan sampel penelitian 13
Total Sampel Penelitian (2016-2018) 39

Berikut ini merupakan daftar kementrian yang menjadi sampel dalam penelitian ini:
No Nama Kementerian

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Keuangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perhubungan

Kementerian Pertanian

DS [w|N =

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13 Kementerian Koornator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sumber: Data diolah 2020

Analisis Deksriptif

Sampel dalam penelitian ini menggunakan 39 Laporan Keuangan Kementerian, dari
sampel tersebut diperoleh statistik deskriptif yang mencakup banyaknya data yang
diperoleh (n), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi (std.
Deviation) atas variabel-variabel dari penelitian. Hasil dari statistik deskriptif disajikan

dalam tabel 1.
Tabel 1 Descriptive Statistics

Keterangan N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation
DISC (Tingkat Pengungkapan 39 .5542 .8193| .7088 .05234
Laporan Keuangan)
FIND (Temuan Audit) 39 6 191 48.26 41.020
TLHP (Tindak Lanjut Hasil 39 .0270 9474 | .4809 22645
Pemeriksaan)
Valid N (listwise) 39

Sumber: Output SPSS

Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan - Tabel 1 merupakan hasil statistik
deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai minimum tingkat pengungkapan Laporan
Keuangan Kementerian untuk periode 2016-2018 adalah 55,42% sedangkan nilai
maksimumnya adalah sebesar 81,93%. Nilai rata-rata tingkat pengungkapan Laporan
Keuangan Kementerian adalah 70,88%, tingkat pengungkapan pada Kementerian
cenderung mengalamikenaikan setiap tahunnya, akan tetapi ada beberapa Kementerian
yang mengalami sedikit penurunan karena ada beberapa item yang tidak diungkapkan
kembali pada periode berikutnya.
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Temuan Audit - Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa rata-rata temuan audit
pada Kementerian adalah 48,26 kasus dengan standar deviasi sebesar 41,020. Temuan
audit paling sedikit terdapat pada Kementerian Perdagangan dengan temuan sebanyak 6
temuan, sedangkan temuan terbanyak terdapat pada Kementerian Keuangan dengan
temuan sebanyak 191 temuan.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - pada tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata tindak
lanjut yang dilakukan oleh Kementerian sebesar 48,09%, sedangkan standar deviasinya
adalah sebesar 0,22645. Tindak lanjut yang dilakukan paling sedikit dilakukan oleh
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 2,70% sedangkan
paling banyak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebanyak 94,74% dari total rekomendasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang
dilakukan sudah terdistribusi secara normal dan benar-benar bebas dari adanya gejala
heteroskedastisitas dan gejala multikolinearitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji
apakah dalam model regresi, suatu variabel independen dan dependen ataupun keduanya
mempunyai distribusi normal atau tidak. Data dapat dikatakan terdistribusi normal
apabila tampilan histogram membentuk pola lonceng, dan pada tampilan Normal
Probability Plot dapat terlihat bahwa titik-titik akan mengikuti garis diagonalnya.
Sedangkan pada uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov
Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data
memiliki distribusi normal. Tampilan histogram atas menunjukkan pola lonceng yang
berarti data yang diolah atau digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi
normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini
dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Hasil uji normalitas dengan normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik
menyebar di sekitar garis diagonal dan memiliki arah garis diagonal. Pola penyebaran
tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan
untuk pengujian selanjutnya. Selain analisis grafik, untuk menguji normalitas pada
penelitian ini digunakan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan
hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,820, nilai tersebut lebih besar dari nilai
signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka diketahui bahwa data yang diolah
terdistribusi secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa uji normalitas telah terpenuhi
dan data yang digunakan layak untuk dioleh sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi
linear ada korelasi antar kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-i(sebelumnya). Pada output Runs Test di atas terlihat bahwa nilai
probabilitasnya adalah 0,519. Untuk menyimpulkan apakah terjadi gejala autokorelasi
atau tidak maka nilai test dibandingkan dengan nilai tabel atau nilai probabilitas
dibandingkan dengan nilai alphanya. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai
probabilitas sebesar 0,519 lebih besar dari pada 0,05, sehingga hipotesis nihil menyatakan
nilai residual manyebar secara acak diterima. Dengan demikian maka tidak terjadi gejala
autokorelasi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Untuk
menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui
dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai
tolerance > 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas
menyatakan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai VIF <
10, nilai VIF dari setiap variabel independen pada penelitian ini apabila dilihat dari tabel
4.4 adalah nilai VIF untuk temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan masing-
masing sebesar 0,982. Hasil uji multikolinearitas juga menyatakan bahwa setiap variabel
independen memiliki nilai tolerance > 0,10, yaitu nilai tolerance pada variabel temuan audit



dan tindak lanjut hasil pemeriksaan masing-masing sebesar 1,018. Berdasarkan dari nilai
VIF dan tolerance dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak
mengandung multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan uji
apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam satu
pengamatan ke pengamatan lainnya. Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-
titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak serta tersebar baik di atas
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil dari uji heteroskedastisitas pada
setiap variabel lebih besar dari nilai sig > 0,05, yaitu variabel temuan audit memiliki nilai
sig. sebesar 0,301 dan variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki nilai sig. sebesar
0,082. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini
tidak terdapat heteroskedastisitas.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen atau variabel yang akan
dipengaruhi pada penelitian ini adalah tingkat pengungkapan LK Kementerian di
Indonesia. Hasil perhitungan regresi berganda pada penelitian ini disajikan dalam tabel
2.
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda

Unstandardized Standardized

Model Coefficients Coefficients Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 632 020 31.807 .000
FIND (Temuan Audit) .000 .000 343 2.481 018
TLHP (Tindak Lanjut o 032 500 3.612 .001

___ Hasil Pemeriksaan)

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS diolah 2020

Secara matematis hasil dari analisis regresi berganda pada tabel 4.8 dapat ditulis
sebagai berikut.

DISC = 0,632 + 0,000 FIND + 0,116 TLHP

Dari persamaan diatas menunjukkan pengaruh variabel independen (FIND dan

TLHP) terhadap variabel dependen (DISC atau tingkat pengungkapan laporan

keuangan). Arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Konstanta sebesar 0,632 menyatakan bahwa, apabila variabel bebas atau independen
bernilai nol, maka nilai pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian di
Indonesia adalah sebesar 0,632.

2. Koefisien FIND sebesar 0,0004 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1
nilai pada FIND, maka akan meningkatkan DISC sebesar 0,0004.

Koefisien TLHP sebesar 0,116 menunjukkan bahwa setiap terdapat penambahan 1 nilai

pada TLHP, maka akan meingkatkan DISC sebesar 0,116.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat
kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan variasi perubahan variabel

dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.9

sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Std. Error of the
Estimate

1 568 322 285 .04427
a. Predictors (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS diolah 2020

Model R R Square Adjusted R Square
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Hasil yang didapatkan pada uji koefisiensi determinasi (Adjusted R?) adalah sebesar
0,285 atau 28,5%. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen tingkat
pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian di Indonesia dapat dijelaskan sebesar
28,5% oleh variabel-variabel independen yang digunakan didalam penelitian ini.
Sedangkan sisanya sebesar 71,5% (100%-28,5%) lainnya dapat dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh
signifikan terhadap variabel terikat maka dilakukan uji t dengan tingkat signifikansi o =
5%. Hasil perhitungan dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel
tersebut dapat diuraikan hasil perhitungan dari masing-masing variabel adalah sebagai
berikut.

1) Temuan Audit

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai tyiwng Sebesar 2,481 dan nilai signifikansi
sebesar 0,018 yang berarti bahwa nilai tpiung lebih besar dari twe dan nilai
signifikansi t dari temuan audit lebih kecil daripada nilai signifikansi o. Nilai thitung
sebesar 2,481 sedangkan tupe yaitu t(2,36);(0,05) di dapat nilai 2,02809 sehingga
thiung>tbe dan nilai signifikansi a adalah 0,018 < 0,05, sehingga pernyataan
tersebut menggambarkan bahwa H; diterima, yang berarti bahwa temuan audit
berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian.

2) Tindak Lanjut Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai tyiwng S€besar 3,612 dan nilai signifikansi
sebesar 0,001 yang berarti bahwa nilai tpiung lebih besar dari twpe dan nilai
signifikansi t dari tindak lanjut hasil pemeriksaan lebih kecil daripada nilai
signifikansi o. Nilai tiwng Sebesar 3,612 sedangkan tupe yaitu t(2,36);(0,05) di dapat
nilai 2,02809 sehingga thiung>twve dan nilai signifikansi a adalah 0,001 < 0,05,
sehingga pernyataan tersebut menggambarkan bahwa H, diterima, yang berarti
bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap
pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian.

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dan menjawab rumusan masalah yang
ketiga maka dalam penelitian ini digunakan uji F untuk pengaruh simultan. Dengan
menggunakan program SPSS untuk mengetahui apakah temuan audit dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan kementerian maka diperoleh hasil uji F seperti pada
tabel berikut.

Tabel 3 Hasil Uji F
Model g um of Df Mean Square F Sig.
quares
Regression .034 2 .017 8.556 .001°
1 Residual .071 36 .002
Total .104 38

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X1, X2
Sumber: Output SPSS diolah 2020

Dari hasil uji F didapat nilai Fyiung Sebesar 8,556 sedangkan Fve yaitu F(2,36);(0,05) di
dapat nilai 3,26 sehingga Fhiung™>Fube dan signifikansi pada tingkat 0,001 pada taraf 5%
maka (0,001<0,05). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari
temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dan dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.
Pembahasan Data Hasil Penelitian

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
Kementrian. Hasil pengujian terhadap data menunjukkan bahwa nilai thiung yaitu sebesar
2,481 sedangkan nilai twpe yaitu sebesar 2,02809 sehingga dapat diketahui bahwa thitung
lebih besar daripada twse. Selanjutnya nilai signifikansi t yang diperoleh pada penelitian



ini adalah 0,018 lebih kecil dari nilai sigifikansi alpha 5% atau 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan Kementerian. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya oleh Martani dan Liestiani (2008) serta Sari et al et al. (2015) yang
menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat
pegungkapan laporan keuangan. Hal ini terjadi karena adanya upaya perbaikan yang
dilakukan oleh Kementerian atas temuan audit tahun lalu agar tidak terjadi lagi pada
periode berikutnya sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi tinggi (Sari
etaletal, 2015). Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Hilmi (2012) dan Khasanah (2014) yang menyatakan bahwa temuan audit
tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Serta penelitian lainnya yang
dilakukan oleh Hendriyanti (2015) juga menyatakan bahwa temuan audit tidak
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Kementrian. Pengujian terhadap data yang diteliti menunjukkan
bahwa nilai thiung yaitu sebesar 3,612 sedangkan nilai tupe yaitu sebesar 2,02809 sehingga
dapat diketahui bahwa thiung lebih besar daripada tupe. Selanjutnya nilai signifikansi t yang
diperoleh pada penelitian ini adalah 0,001 lebih kecil dari nilai sigifikansi alpha 5% atau
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian. Tindak lanjut hasil
pemeriksaan ini juga diungkapkan dalam laporan keuangan kementerian untuk melihat
bagaimana kementerian menindaklanjuti setiap temuan yang ditemukan pada saat
pemeriksaan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh kementerian sesuai dengan rekomendasi
yang diberikan oleh BPK akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan
kementerian karena kementerian akan selalu melakukan upaya perbaikan yang sesuai
dengan yang direkomendasikan. Sehingga pengungkapan laporan keuangan akan terus
meningkat setiap tahunnya karena rekomendasi yang diberikan oleh BPK setelah
pemeriksaan yang langsung ditindaklanjuti oleh kementerian akan meningkatkan
pengungkapan laporan keungan periode berikutnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sari et al (2015) yang menyatakan
bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat
pegungkapan laporan keuangan. Dimana menurut Sari et al (2015) semakin banyak
rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi akan
meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian. Tetapi hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian Tresnawati dan Nelly (2016) yang menyatakan bahwa tindak
lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan kementerian.

Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Kementrian. Hasil pengujian menunjukkan variabel
temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,001
lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan
kementerian. Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya semata-mata pemeriksaan
keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tetapi BPK juga
melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan
tertentu. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan temuan yang
berisikan kelemahan-kelemahan serta ketidakpatuhan entitas pemerintahan terhadap
peraturan perundangan yang berlaku. Atas temuan tersebut, BPK juga menyampaikan
rekomendasi yaitu saran terkait bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
entitas untuk memperbaiki kelemahan dan ketidakpatuhan yang telah terjadi tersebut
(Puspitasari, 2017). Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut apakah
rekomendasi sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah
maupun kementerian dan lembaga negara.
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Pada prinsipnya seluruh temuan audit yang ada akan menghasilkan Rekomendasi
Tindak Lanjut (RTL) yang diiringi dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP).
Maka, baik rekomendasi tindak lanjut maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan
memainkan peran penting dalam kaitannya terhadap realisasi tugas pemeriksaan, karena
paling tidak dapat menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan tugas di lapangan (Fokus
Pengawasan, 2006, p.15).

Tanpa adanya tindak lanjut hasil pemeriksaan, temuan audit dapat dikatakan sia-sia
karena setiap temuan audit harus diikuti oleh tindak lanjut hasil pemeriksaan. Karena
dengan dilakukannya tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan yang ditemukan dalam
proses audit akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan
yang baik direpresentasikan dari tingkat pengungkapan yang tinggi. Semakin tinggi
tingkat pengungkapan laporan keuangan maka akan semakin baik kualitas laporan
keuangan sebaliknya apabila tingkat pengungkapan laporan keuangan rendah maka
kualitas laporan keuangan pun dinilai kurang baik. Selain itu, semakin tinggi tingkat
pengungkapan laporan keuangan akan berpengaruh terhadap peluang opini yang
diperoleh Kementerian menjadi semakin baik (Sari et al, 2015).

PENUTUP
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa:

1. Variabel temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan
keuangan. Yang berarti bahwa banyak atau sedikitnya jumlah temuan audit
mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini
terjadi karena temuan yang didapat dari proses pemeriksaan laporan keuangan atau
audit diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian atas temuan
audit tahun lalu agar tidak terjadi lagi pada periode berikutnya juga dapat
meningkatkan pengungkapan laporan keuangan menjadi tinggi.

2. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan. Hal ini terjadi adanya upaya perbaikan yang
dilakukan oleh Kementerian dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut yang dilakukan oleh
kementerian akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pada periode
berikutnya sehingga tingkat pengungkapan setiap tahunnya bertambah.

3. Variabel temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Temuan mengenai pelanggaran
terhadap ketentuan yang berlaku baik mengenai pengendalian internal maupun
kepatuhan pada peraturan undang-undangan yang ditemukan oleh auditor pada
waktu pemeriksaan wajib di tindaklanjuti oleh kementerian tersebut. BPK akan
memberikan rekomendasi kepada kementerian dan dari rekomendasi tersebut
kementerian dapat menindaklanjuti temuan yang ada. Sehingga dari tindak lanjut
yang dilakukan oleh kementerian tersebut akan meningkatkan kualitas laporan
keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat tercermin dari semakin tinnginya tingkat
pengungkapan pada laporan keuangan.
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